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ABSTRAK 

 

Perselisihan dalam kehidupan masyarakat sangat sering terjadi, begitu juga 

dalam rumah tangga, saat masalah muncul dan membuat pertengkaran yang hebat 

maka akan terjadi perceraian. Kota Magelang sendiri angka perceraian lumayan 

tinggi untuk kita kecil yang luasnya 18.56 km persegi. Kota magelang merupakan 

kota terkecil di Jawa Tengah. Peran proses mediasi sangatlah penting dalam kasus 

perceraian untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara dengan damai. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana presentase pelaksanaan mediasi 

dalam perkara Perceraian dan faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi 

perspektif Hakim di Pengadilan Agama Magelang. 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan Teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi karena penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field reserch) dengan cara datang langsung ke Pengadilan 

Agama Magelang, untuk mengetahui hal lebih mendalam penulis melakukan 

wawancara kepada hakim yang juga merupakan mediator di Pengadilan Agama 

Magelang, yaitu bapak Muh Ainun Najib, S.H., M.H. dan juga ibu Fajar Pardanny 

P, S.E., S.Sy., M.H. Penulis juga menggunakan metode studi Pustaka dengan 

mencari referensi yang relevan dengan penelitian untuk menunjang hasil dari 

penelitian.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwasannya Pelaksanaan proses 

Mediasi di Pengadilan Agama Magelang sudah berlandaskan pada PERMA No.1 

Tahun 2016. Pada tahun 2022-2023 persentase dapat dilaksanakannya mediasi 

adalah 23,58% dari 454 perkara yang dapat diputus dalam 2 tahun tersebut, hal ini 

menunjukan kurangnya kesadaran para pihak tentang prosedur pelaksanaan hukum 

di Indonesia khususnya dalam mediasi perkara Perceraian. Faktor penyebab utama 

masih banyaknya para pihak yang tidak dapat di mediasi, yaitu tidak hadirnya salah 

satu pihak di persidangan sehingga diputus secara verstek. Beberapa pihak yang 

mengajukan perceraian melaporkan sudah melaksanakan mediasi diluar pengadilan 

tetapi tidak berhasil. Faktor yang mempengaruhi jalannya proses mediasi yang 

paling penting adalah iktikad dari para pihak (suami istri).  

 

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Persentase 
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ABSTRACT 

 

Disputes in community life are very common, as well as in households, when 

problems arise and cause big fights, divorce will occur. In Magelang itself, the 

divorce rate is quite high for our small area of 18.56 square kilometers. Magelang 

City is the smallest city in Central Java. The role of the mediation process is very 

important in divorce cases to help the parties resolve the case peacefully. The 

purpose of this study was to determine the success of mediation as one of the 

peaceful efforts in divorce cases at the Magelang Religious Court. 

The research method used by the author is qualitative and the data 

collection technique is by observation because this study is a field research by 

coming directly to the Magelang Religious Court, to find out more deeply the author 

conducted interviews with judges who are also mediators at the Magelang 

Religious Court, namely Mr. Muh Ainun Najib, S.H., M.H. and also Mrs. Fajar 

Pardanny P, S.E., S.Sy., M.H. The author also uses a library study method by 

looking for references that are relevant to the research to support the results of the 

study. 

The results obtained from the study, that the Implementation of the 

Mediation process at the Magelang Religious Court has been based on PERMA 

No.1 of 2016. In 2022-2023 the percentage of mediation that can be implemented 

is 23.58% of the 454 cases that can be decided in the 2 years, this shows the lack 

of awareness of the parties about the procedures for implementing law in Indonesia, 

especially in mediation of Divorce cases. The main causal factor is that many 

parties cannot be mediated, namely the absence of one of the parties at the trial so 

that it is decided by default. Several parties who filed for divorce reported that they 

had carried out mediation outside the court but were unsuccessful. The most 

important factor influencing the course of the mediation process is the good faith 

of the parties (husband and wife). 

 

Keywords: Divorce, Mediation, Percentage 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Manusia diciptakan kedunia ini tidak bisa terlepas akan kehadiran dan 

interaksi dengan manusia lain, oleh sebab itu manusia disebut makhluk 

sosial. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan bersosialisasi antar 

individu, dimana disini dimaksud bahwa Manusia hakikatnya saling 

membutuhkan untuk bertahan hidup. Fitrahnya manusia itu membutuhkan 

adanya lawan jenis, munafik jika manusia mengatakan manusia tidak 

membutuhkan lawan jenis, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki 

hawa nafsu. Maka dari itu Allah SWT memberi tahu cara agar hal itu 

terpenuhi, yaitu dengan adanya akad nikah/ pernikahan. Pernikahan adalah 

penyatuan 2 lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang 

menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan 

antara kedua pasangan, keluarga, suku, dan negara. Menikah targetnya 

jangan hanya pasangannya saja, tetapi pernikahan berarti juga menikah 

dengan keluarganya.  Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang 

pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang  Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.1

 
1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 



 

 

2 

 

Ikatan pernikahan memunculkan atau melahirkan akibat hukum 

yang mengikat antar keduanya secara hukum. Pernikahan merupakan salah 

satu bentuk penyempurnaan ibadah. Pernikahan juga mewajibkan para 

pasangan untuk melewati segala hal bersama baik suka maupun duka dan 

pernikahan juga merupakan ibadah paling panjang karena ibadahnya 

dimulai dari akad sampai meninggal nanti. Pernikahan disebut ibadah 

karena menikah merupakan hal sulit, seringkali terdapat beberapa ujian 

yang datang, maka dari itu diperlukannya kesiapan diri dan niat menikah 

adalah untuk ibadah bukan untuk mengejar kebahagiaan. Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang skainah, 

mawaddah dan rahmah.2 

Perselisihan antar manusia tentu saja sering terjadi begitu juga dalam 

pernikahan, perselisihan ini lama-kelamaan akan membuat rumah tangga 

suami istri tidak harmonis dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. 

Setiap orang yang memutuskan untuk memutusan tali pernikahan pasti 

sudah melakukan usaha untuk mempertahankan hubungan, tetapi tidak 

mendapatkan jalan tengah dan jalan terbaik bagi keduanya. Kenyataannya 

sekarang ini banyak pasangan yang tidak memilih untuk mengakhiri 

masalahnya tetapi memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan 

cara perceraian, hal ini diperbolehkan dalam agama tetapi perbuatan ini 

dibenci oleh Allah SWT.  

 
2 Komplikasi Hukum Islam Pasal 3 
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Perceraian sendiri memiliki beberapa tahapan, di Indonesia perkara 

perceraian ditangani dan di selesaikan di Pengadilan Agama karena 

perceraian merupakan salah satu perkara perdata. Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, hasil dari pada peradilan 

hanya ada menang atau kalah. Sebelum perkara masuk ke jenjang peradilan, 

pasti akan diarahkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memberoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator 

baik itu mediator hakim maupun mediator non-Hakim.3  

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa terdapat asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman salah satunya yaitu Asas Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan.4 Proses Mediasi dalam pelaksanaannya 

lebih terjangkau dan cepat daripada penyelesaian sengketa melalui 

peradilan. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian 

sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan mempererat silaturahmi 

dan keharmonisan antara para pihak yang bersengketa dalam kehidupan 

masyarakat yang beragam etnis, kemajemukan dan heterogeny dengan 

berbagai norma yang berbeda.5 

 
3 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 1 

4 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 2 ayat (4) 

5 D.R.S Astarini. MEDIASI PENGADILAN. (Bandung: P.T Alumni, 2013) hlm. 8 
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Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam PERMA No. 2 

Tahun 2003 tetapi dalam PERMA tersebut dianggap masih memiliki banyak 

kekurangan normatif dan dari kalangan para hakim banyak yang memberi 

masukan tentang PERMA ini. PERMA No.2 Tahun 2003 kurang mencapai 

sasaran yang diinginkan maka Makamah Agung menerbitkan PERMA No.1 

Tahun 2008. Perbedaan dari PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 

Tahun 2008 adalah diperaturan sebelumya menyatakan bahwa hakim yang 

memeriksa perkara tidak boleh menjadi mediator perkara tersebut, 

sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebaliknya. Pemberlakuan PERMA 

No. 1 Tahun 2008 ini tidak bertahan lama karena Mahkamah Agung kembali 

menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2016 untuk melengkapi dan memperbarui 

PERMA no.1 Tahun 2008 karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini 

mengubah batas waktu mediasi dari yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 

hari, semua pihak yang berperkara harus memiliki iktikad baik dalam proses 

mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara 

langsung baik dengan didampingi kuasa hukum maupun tidak didampingi, 

apabila tidak dapat hadir harus menyertakan alasan yang meyakinkan.  

Pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2016, Mahkamah Agung Kembali 

menerbitkan Peraturan baru sebagai pelengkap yaitu PERMA No.3 Tahun 

2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dibuat 

agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi 

informasi. Dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan bisa 

mempermudah para pihak yang berperkara karena proses mediasi bisa 
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dilakukan secara offline maupun Online, jadi tidak bisa menjadi alasan 

apabila pihak yang berperkara tidak dapat hadir ke pengadilan karena dapat 

melakukan mediasi via online. Mediasi online juga diterapkan dalam 

alternatif penyelesaian perkara perceraian. Terkadang pasangan yang sudah 

memutuskan untuk bercerai, mereka sudah berbeda rumah, dengan adanya 

mediasi online diharapkan agar kedua belah pihak tetap bisa melakukan 

mediasi walau terhalang jarak.  

Mediasi dalam perkara perceraian sangat penting dilakukan karena 

terkadang pasangan yang memutuskan untuk bercerai menggunakan emosi 

dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dengan kepala dingin. Setiap 

orang yang menikah pasti menginginkan pernikahan satu kali untuk seumur 

hidup, dengan adanya mediasi diharapkan agar ikatan pernikahan dapat 

terselamatkan. Proses mediasi juga dalam pelaksanaannya lebih mudah 

daripada apabila sudah masuk ke jalur pengadilan hal ini selaras dengan asas 

pengadilan yaitu Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan. 

Di Pengadilan Agama Kota Magelang proses mediasi selalu 

diterapkan di setiap perkara, dimana mediasi diharapkan agar kedua pihak 

yang berperkara menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perkara 

tanpa harus melalui pengadilan. Kota Magelang merupakan kota yang kecil, 

tetapi memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Berikut ini data perkara 

perceraian di Pengadilan Agama tahun 2020-2021: 
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1.1 Tabel mediasi Pengadilan Agama Magelang Tahun 2020-2021 

Tahun 

Perkara 

perceraian 

yang 

diputus 

Perkara 

yang 

dapat di 

mediasi 

Berhasil 

Berhasil 

sebagian 

Gagal 

2020 237 36 1 11 19 

2021 222 41 2 5 34 

 

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magelang masih 

banyak perkara perceraian yang tidak dapat dilakukan proses mediasi, oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang 

bagaimana tingkat dapat dilaksanakannya proses mediasi dan apa faktor 

penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi dari presepsi Hakim pada 

tahun 2022-2023. Penelitian ini guna untuk memenuhi tugas akhir skripsi 

yang berjudul “PERSENTASE PELAKSANAAN MEDIASI DALAM 

PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA 

MAGELANG 2022-2023)”. 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, Penelitian ini 

memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persentase pelaksanaan proses mediasi dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022-2023? 



 

 

7 

 

2. Apa saja faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya mediasi dalam 

perkara perceraian menurut para hakim di Pengadilan Agama 

Magelang?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitan 

a. Untuk memaparkan persentase pelaksanaan proses mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang.  

b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab masih banyaknya 

perkara perceraian  di Pengadilan Agama Magelang yang tidak dapat 

melaksanakan mediasi.   

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

informasi bagi segala pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama 

khususnya tentang penyelesaian perkara perceraian melalui proses 

Mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

tambahan literatur bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan 

melakukan penelitian  selanjutnya tentang mediasi dalam perkara 

perceraian. 
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b. Secara Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat menambah 

wawasan  tentang proses mediasi yang dapat meminimalisir angka 

perceraian.  

D. Telaah Pustaka 

Perceraian merupakan hal yang sudah marak terjadi di dalam masyarakat, 

dan fenomena ini bukan kali pertama dikaji dan diteliti. Telaah Pustaka ini 

bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian penelitian 

terdahulu. Setelah penulis mencari literatur terdahulu yang memiliki tema 

yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa peneitian 

yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah yang berjudul 

“Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”6 tahun 2021. Skripsi ini 

membahas tentang apa penyebab kekurang efektifan mediasi  di pengadilan 

agama Jakarta timur, antara lain : tingkat kesadaran pihak yang berperkara, 

egois dan para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi. Perbedaan 

Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam 

skripsi tersebut masih menggunakan PERMA No. 1 tahun 2008,  Sedangkan 

penelitian ini menggunakan PERMA No.1 tahun 2016. 

 
6 Nur Lina Afifah, “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2021). 
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Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Hendro yang berjudul 

“Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara 

Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”.7 Pada skripsi ini 

membahas tentang bagaimana tata cara, masalah dan upaya mediator dalam 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perbedaan skripsi 

tersebut dengan penelitian ini yaitu Skripsi tersebut terkususkan pada 

bagaimana upaya mediator dan problem yang ada dalam mediasi dan 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan dalam 

penelitian ini lebih berfokus tentang kesesuaian undang-undang dengan di 

lapangan tentang pemberlakuan mediasi dan pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. 

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hibban 

Muttaqin yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut Kelas Ia Jawa Barat 

Tahun 2021)”.8 Pada skripsi tersebut membahas tentang efektifitas mediasi 

untuk menyelesaikan perkara cerai ditinjau dari hukum islam. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Skripsi ini belum 

menggunakan PerMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan 

secara Elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini 

 
7 Hendro, “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi 

Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, Skripsi, Prodi Hukum Acara Peradilan dan 

Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, (2017). 

 
8 Muhammad Hibban Muttaqin, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut Kelas Ia Jawa Barat Tahun 2021)”, Skripsi, 

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). 
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menggunakan pendekatan normative-yuridis, bagaimana tinjauan hukum 

islam dalam proses mediasi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-empiris.  

Penelitian ke empat, jurnal yang ditulis oleh Khoirul Anam berjudul 

“Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”.9 

Penelitian tersebut membahas tentang faktor penyebab perceraian dan 

strategi hakim dalam mencegah perceraian di pengadilan Tulungagung. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini cukup signifikan karena 

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian dan strategi 

hakim mediator, tidak menjelaskan secara jelas tentang peraturan yang 

berlaku tentang proses mediasi.  Sedangkan dalam penelitian ini lebih 

terfokus pada bagaimana kesesuaian pelaksanaan peraturan yang berlaku 

dengan di lapangan. 

Penelitian ke lima, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ristiana Dewi yang 

berjudul “Peran Mediator dalam Proses Mediasi : Upaya Menyelesaikan 

Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan).”10 Penelitian 

tersebut membahas tentang peran mediator dalam proses mediasi perkara 

perdata dan juga hambatan mediator dalam melaksanakan tugasnya. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian 

tersebut hanya berfokus pada peran mediator, sedangkan penelitian ini juga 

 
9 Anam. Khairul, Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Jurnal 

Hukum: Yustitiabelen, Vol.07:1 (Juli 2021), hlm. 115-127.  

 
10 Dewi, Ristiana, Peran Mediator dalam Proses Mediasi : UpayaMenyelesaikan Perkara 

Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri PAsuruan), Merdeka Law Journal, Vol.02:1 (2021), hlm. 

35-41.  
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membahas tentang berapa tingkat keberhasilan serta apa saja faktor 

pendukung dan penghambat proses mediasi.  

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik ini digunakan untuk menjadi dasar acuan penelitian dan 

abstraksi dari penelitian ini. Terdapat 4 (Empat) teori yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penelitian, yaitu: 

1. Teori Perkawinan 

Setiap manusia diciptakan berpasang pasangan oleh Allah SWT di 

dunia. Perkawinan dianggap sah setelah dilaksanakannya ijjab qabul. 

Perkawinan merupakan salah satu ibadah terpanjang karena dengan 

dilaksanakannya pernikahan maka akan mengikat keduanya dan 

muhrim. Perkawinan juga diharapkan untuk dilaksanakan sekali dalam 

seumur hidup.  

  Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 

Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.11Perkawinan mengikat keduanya secara hukum yang berlaku. 

Pasangan suami dan Isteri yang melakasanakan pernikahan pasti 

menginginkan rumah tangga yang harmonis dan baik. Sangat penting 

mengetahui kepribadian satu sama lain dengan baik sebelum 

melangsungkan perkawinan.  

 
11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan 
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2. Teori perceraian 

Seorang pria dan Wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan lahir dan 

batin dalam suatu pernikahan dan sah menjadi sepasang suami dan istri 

memiliki hak untuk memutuskan tali perkawinan diantara keduanya. 

Cara memutus tali perkawinan adalah dengan cara perceraian 

berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap pasangan suami istri yang 

ingin bercerai harus memiliki alasan-alasan hukum tertentu untuk 

melakukan perceraian dan proses perceraian harus dihadapan 

pengadilan. Pasangan suami Isteri yang ingin melaksanakan perceraian 

sebelum masuk ke jalur litigasi, pengadilan sudah berusaha untuk 

mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil sebagaimana diatur di 

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.12  

Perceraian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan 

hukum keluarga Islam seperti norma-norma dan juga asas asas hukum 

dalam perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Talak 

merupakan bentuk dari perceraian yang banyak terjadi dan sering 

terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, Sebagian besar masyarakat 

hanya mengetahui bahwa talak hanya tingkatan talak yaitu, talak 1, talak 

2 dan talak 3. Terdapat 2 macam perceraian menurut UU No. 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: 

 
12 M Syaifudin. Turatmiyah &Yahanan A. HUKUM PERCERAIAN. (Jakarta Timur:Sinar 

Grafika, 2013). hlm. 6 



 

 

13 

 

a. Cerai Talak 

Merupakan pengajuan perceraian oleh pihak pria/suami yang 

selanjutnya disebut dengan pemohon dan istri sebagai termohon. 

b. Cerai Gugat 

Merupakan pengajuan perceraian oleh pihak Wanita/istri yang 

selanjutnya disebut dengan penggugat dan suaminya selaku 

Tergugat. 

3. Teori Mediasi 

Dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya melalui ajudikasi, tetapi 

juga terdapat penyelesaian suatu sengketa melalui non ajudikasi,atau 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ASP). Mediasi merupakan salah satu 

bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk 

membawa pihak yang bersengketa untuk mendapatkan dan mencapai 

hasil win-win. Dengan mediasi dalam Pengadilan dimaksudkan agar 

diperolehnya keadilan terbaik bagi para pihak dan proses mediasi juga 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas Sederhana, Cepat 

dan biaya ringan. Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, Mediasi adalah 

proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak 

memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu 

memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediator hanya membantu 

para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan 
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kepadanya.13 Mekanisme pelaksanaan mediasi sudah diatur dalam 

PerMA No.1 Tahun 2016.  

Terdapat kelebihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, yaitu: 

1) Win-win Solution 

Pada kenyataannya di masyarakat terdapat beberapa orang yang 

memiliki permasalahan tetapi orang tersebut malu jika harus 

menyelesaikannya sampai jalur litigasi karena hal tersebut dapat 

berpengaruh pada nama baik keluarga.14 Karena dengan tercapainya 

win-win Solution tidak akan ada sakit hati di antara salah satu pihak 

karena tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan 

merupakan kesepakatan antar 2 belah pihak. Mediasi dapat 

Mempertahankan hubungan atau memutuskan hubungan dengan 

cara yang baik. 

2) Mempersingkat waktu 

Karena mediasi dilakukan setelah mediator telah dipilih oleh majelis 

hakim paling lama 30 hari dan Mediasi dapat dilakukan maksimal 2 

kali dengan kesepakatan kedua belah pihak, berbeda apabila melalui 

pengadilan yang memakan waktu lama dan akan lebih lama lagi 

apabila kasus itu terus berlanjut.  

 

 
13 Nugroho, Susanti Adi, MANFAAT MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN 

SENGKETA,  (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 22 

 
14 Tinuk Dwi Cahyani, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa : Mediasi Terhadap 

Permasalahan Hukum (dalam Teori Dan Praktek), (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2022) hlm. 8 



 

 

15 

 

3) Hemat 

Pelaksanaan mediasi lebih terjangkau daripada biaya bersengketa 

melalui jalur peradilan karena jika dalam berperkara di pengadilan 

pasti diperlukannya biaya berperkara, ongkos untuk hadir ke 

pengadilan dan juga waktu yang lebih, karena jika sudah masuk ke 

ranah peradilan maka akan lebih rumit dalam hal pengurusan 

dibandingkan dengan mediasi.  

4) Dari aspek pengadilan 

mengurangi jumlah perkara dalam pengadilan, memberikan waktu 

lebih banyak kepada hakim untuk mendalami suatu kasus yang lain 

dan juga mengurangi penundaan perkara di pengadilan.  

4. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas  hukum  sejatinya  menegaskan  bahwa  setiap  aturan  hukum  

memiliki cita- cita,  harapan,  dan  kerangka  teleologis yang  diharapkan  

bukan  hanya  bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun 

masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai 

subsistem kemasyarakatan. Teori Efektivitas menurut Soerjono 

Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 

tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan 

adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran 

yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap 

tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang 

digunakan adalah induktif- empiris, sehingga hukum itu dilihatnya 
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sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang 

mempunyai tujuan tertentu.15 Uuntuk menilai apakah suatu peraturan 

perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: 

1. Aspek  institusi  pembuat  peraturan  perundang-undangan.  

Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah 

sesuai dengan kewenangan dari  institusi  pembentuk  peraturan  

perundang-undangan  serta  adakan  penelitian  awal maupun 

sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-

undangan sebelum peraturan  perundang-undangan  disahkan, 

2. Substansi  peraturan  perundang-undangan selain  harus  sesuai  

dengan  kaidah  peraturan  perundang-undangan  juga  tidak  boleh 

bertentangan   dengan   kepatutan   dan   moralitas   yang   diakui   

oleh   masyarakat, 

3. Mekanisme  atau  prosedur  bagaimana  substansi  peraturan  

perundang-undangan  disusun dan disahkan untuk masyarakat yang 

ada di wilayah tersebut, wilayah yang diteliti adalah Pengadilan 

Agama Magelang.  

4. Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan. Perlu  dilihat pula suatu  proses  pembentukan  dan  

penyusunan peraturan   perundang-undangan   sesuai   dengan   

mekanisme   yang   mengatur   terkait pembentukan  peraturan  

 
15 Soekanto Soerjono, Beberapa Permaslahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di 

Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 35 
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perundang-undangan.  Jika  mekanisme  pembentukan peraturan 

perundang-undangan  disimpangi  atau  dilanggar,  maka  perlu  

adanya  kecurigaan  bahwa ada   pihak-pihak  tertentu  yang  

mencoba  ‘menyelundupkan’  peraturan  perundang-undangan untuk 

kepentingan pihak-pihak tertentu.16 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau biasa 

disebut juga field reserch karena dalam penelitian ini berorientasi pada 

tujuan untuk memahami dan mengetahui secara fokus mendalam 

dengan langsung terjun ke lokasi dan melakukan wawancara pada yang 

bersangkutan tentang bagaimana cara tercapainya damai dan tingkat 

keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Magelang.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dimana yang dimaksud 

penelitian ini akan memberi suatu gambaran atau mendeskripsikan 

secara rinci tentang bagaimana persentase pelaksanaan mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022-

2023.  

 

 
16 Ibid, hlm. 376 
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3. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis-Empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan pengamatan 

pada kenyataan di dunia nyata dalam suatu pelaksanann hukum/praktik 

hukum di suatu tempat untuk menjadi objek penelitian.17  

4. Sumber data 

a) Data Primer 

Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan dari Mediator di 

Pengadilan Agama Magelang melalui proses wawancara.  

b) Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung seperti dari buku, putusan mediasi, 

artikel, jurnal dan juga pendapat para ahli dan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan tema dan masalah yang diangkat 

dalam penelitian. 

5. Teknik pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data 

yaitu: 

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang 

dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan 

 
17 Suyanto, Metode Penelitian Hukum, (Jawa Timur: UNIGRESS PRESS, 2022) hlm. 108 



 

 

19 

 

selanjutnya mengumpulkan data langsung dari lapangan.18 Untuk  

penelitian ini akan melakukan observasi ke Pengadilan Agama 

Magelang. 

b. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah komunikasi antara 2 pihak atau lebih yang dapat 

dilaksanakan dengan bertemu satu sama lain atau tatap muka dimana 

terdapat 2 pihak yaitu interviewer berperan sebagai penanya yang 

akan menanyakan sejumlah pertanyaan dan interview adalah pihak 

yang berguna untuk mendapatkan jawaban.19 Penelitian ini akan 

melakukan wawancara kepada mediator yang ada di Pengadilan 

Agama Magelang. 

c. Studi kepustakaan 

Teknik yang selanjutnya adalah Studi Kepustakaan, yaitu segala 

upaya yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan  

diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari karya ilmiah, laporan 

penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, 

keputusan, direktori, ensiklopedia serta sumber tertulis dan  

elektronik lainnya.20 

 

 
18 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm. 112 

19 Fadhallah, WAWANCARA, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020)  hlm.2 

20 Ainul Azizah, STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN 

PRAKTIK KONSELING NARATIF, Jurnal BK UNESA,Vol.7:2 (Maret 2017) hlm. 124-129. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Bab pertama, berisi tentang gambaran penelitian yang terbagi terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, telaah Pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitianserta sistematika penulisan.  

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai gambaran 

umum tentang perkawinan, perceraian, mediasi dan mediator. 

Bab ketiga, berisi tentang biografi Pengadilan Agama Magelang, 

dan tinjauan umum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 

Magelang. 

Bab keempat, berisi tentang Analisa penulis tentang permasalahan 

yang diangkat yaitu Presentase pelaksanaan mediasi dalam perkara 

perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022-2023) 

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan yang 

didalamnya berisikan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang 

tertera dalam bab bab sebelumnya yang juga dilengkapi dengan saran 

sebagai solusi dalam permasalahan ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Persentase pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022-2023 mengalami 

penurunan sebanyak 6,62% dan persentase dapat dilaksanakannya 

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magelang 

tahun 2022-2023 hanya 26,87%, presentase tersebut masih tergolong 

rendah karena pada dasarnya mediasi itu wajib dilaksanakan, hal ini 

menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran dan keinginan para 

pihak untuk melaksanakan mediasi.  

2. Faktor penyebab tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi di 

Pengadilan Agama Magelang adalah keengganan salah satu pihak 

(tergugat) untuk hadir di pengadilan, sehingga perkara diputus secara 

Verstek, terdapat para pihak yang sudah mengaku sudah melakukan 

mediasi diluar pengadilan seperti, mediasi dalam lingkup keluarga 

dan mediasi dalam lingkup intsnsi (PNS) tetapi ttidak berhasil.  Dalam 

pelaksanaan mediasi pasti terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu  

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mediasi 

yang paling utama adalah adanya iktikad baik dari kedua belah pihak 

dan juga peran mediator yang aktif dan dapat memberikan solusi 

terbaik. Sedangkan faktor penghambat mediasi adalah tidak adanya 

iktikad baik dari para pihak dengan enggan melaksanakan mediasi. 
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Dari hakim sendiri memiliki hambatan yaitu jika pada saat jadwal 

sidang sedang padat dan terdapat jadwal mediasi maka mereka sedikit 

sulit membuat jadwal, karena Pengadilan Agama semua mediator 

adalah hakim. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan mediasi 

online adalah para pihak gaptek dan masalah sinyal. 

B. Saran  

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan 

penulis, yaitu: 

1. Berdasarkan temuan penelitian, para pihak dan pengadilan harus saling 

bekerja sama, pengadilan lebih memastikan para pihak untuk hadir 

dalam pengadilan dan selanjutnya melaksanakan mediasi terlebih 

dahulu dengan cara memastikan apakah panggilan pengadilan 

tersampaikan kepada alamat tergugat, kemudian para pihak harus 

memiliki kesadaran untuk menghadiri dan menjalani mediasi 

sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan yang ada.  

2. Para pihak yang ingin melangsungkan perceraian hendaknya memiliki 

kesadaran dan iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara 

damai dengan memanfaatkan adanya proses mediasi di Pengadilan 

Agama Magelang.  Komunikasi yang lebih efektif antara mediator dan 

pihak yang terlibat dapat memengaruhi jalannya proses mediasi. 

Penelitian ini hanya fokus pada sudut pandang dari para mediator 

hakim, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah 

narasumber yaitu para pihak yang tidak ingin melaksanakan mediasi. 
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